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Pemkab Gorontalo Sabet Opini WTP ke 14, Nelson: Terbanyak di 

Gorontalo 

 

https://gopos.id/pemkab-gorontalo-sabet-opini-wtp-ke-14-nelson-terbanyak-di-gorontalo/#google_vignette 

GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo kembali meraih predikat 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan 

Provinsi Gorontalo, Senin (10/6/2024). 

Raihan WTP kali ini menggenapkan perolehan WTP Pemkab Gorontalo menjadi yang ke 14 kalinya. 

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengungkapkan penghargaan WTP dari BPK ini menunjukan 

adanya pengelolaan keuangan yang baik di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, ada kerja sama yang baik 

antar sesama lembaga pemerintahan di Kabupaten Gorontalo. 

“Ini bukan hanya kerja-kerja saya, tapi juga kerja semua. Buktinya kita mendapat WTP yang ke 14 dan 

kalau di total, kita adalah satu-satunya Kabupaten yang mendapat WTP terbanyak di Provinsi 

Gorontalo,” kata Nelson. 

Lebih jauh, Bupati Gorontalo dua periode itu juga mengucapkan syukur karena selama memimpin 

Kabupaten Gorontalo dirinya berhasil mempertahankan sejumlah prestasi yang sudah ada jauh sebelum 

dirinya memimpin daerah. Nelson berharap, penghargaan ini bisa diteruskan oleh bupati setelahnya. 

“Saya memimpin Kabupaten Gorontalo sudah sembilan tahun, sementara penghargaan ini sudah yang 

ke-14. Itu artinya kita berusaha untuk mempertahankan prestasi yang ada sambil tidak lupa menorehkan 

banyak prestasi yang baru,” katanya. 

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase turut mengapresiasi prestasi 

yang didapat oleh Pemkab Gorontalo. Syam juga berharap apa yang menjadi prestasi di pemerintahan 

ini bisa dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. 

“Tentu ini sangat membanggakan. Semoga bisa terus dipertahankan oleh pemerintahan selanjutnya,” 

pungkasnya. 

(Abin/Gopos) 

https://gopos.id/pemkab-gorontalo-sabet-opini-wtp-ke-14-nelson-terbanyak-di-gorontalo/#google_vignette


 
Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2024/TPAL  2 
 

Sumber Berita: 

1. https://gopos.id/pemkab-gorontalo-sabet-opini-wtp-ke-14-nelson-terbanyak-di-

gorontalo/#google_vignette [diakses pada tanggal 26 Juni 2024]; 

2. https://gorontalokab.go.id/terima-opini-wtp-ke-14-pemkab-gorontalo-jadi-peraih-

terbanyak-di-provinsi-gorontalo/ [diakses pada tanggal 26 Juni 2024]; 

3. https://www.rri.co.id/daerah/748887/pemkab-gorontalo-raih-wtp-terbanyak-di-gorontalo [diakses 

pada tanggal 26 Juni 2024]; dan 

4. https://coolturnesia.com/coolturnesia/berita/detail/wtp-ke14-pemkab-gorontalo-menjadi-

terbanyak-di-provinsi-gorontalo [diakses pada tanggal 26 Juni 2024]. 

Catatan: 

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, pada:  

a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar 

pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi 

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 

b. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, 

standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK 

dan/atau pemeriksa; 

c. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

d. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan 

pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; 

e. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 

pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan 

tindakan dan/atau perbaikan; 

f. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah memuat opini; 

g. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan 

hasil pemeriksaan; dan 

h. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil 

pemeriksaan diterima. 

https://gopos.id/pemkab-gorontalo-sabet-opini-wtp-ke-14-nelson-terbanyak-di-gorontalo/#google_vignette
https://gopos.id/pemkab-gorontalo-sabet-opini-wtp-ke-14-nelson-terbanyak-di-gorontalo/#google_vignette
https://gorontalokab.go.id/terima-opini-wtp-ke-14-pemkab-gorontalo-jadi-peraih-terbanyak-di-provinsi-gorontalo/
https://gorontalokab.go.id/terima-opini-wtp-ke-14-pemkab-gorontalo-jadi-peraih-terbanyak-di-provinsi-gorontalo/
https://www.rri.co.id/daerah/748887/pemkab-gorontalo-raih-wtp-terbanyak-di-gorontalo
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1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa: 

a. Pasal 56, pada: 

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk 

disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1): 

a) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, 

neraca, dan catatan atas laporan keuangan; 

b) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan 

kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir; 

c) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah 

menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; dan 

d) Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. 

3) Ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

4) Ayat (4) menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah 

diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi 

keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa: 

a. Pasal 6, pada: 

1) Ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga 

Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; 

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara; 
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3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, 

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 

4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik 

berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan 

kepada BPK dan dipublikasikan; 

5) Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan 

atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan 

keuangan negara; dan 

6) Ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.  

b. Pasal 7, ayat: 

1) Ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan 

kewenangannya; 

2) Ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing 

lembaga perwakilan; 

3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan 

oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk; 

4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, 

dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing masing lembaga perwakilan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

5) Ayat (5) menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka 

untuk umum. 

c. Pasal 8, ayat: 

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis 

kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; 

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK;  

3) Ayat (3) menyatakan bahwa Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK 

melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut; 
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4) Ayat (4) menyatakan bahwa Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan 

dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

5) Ayat (5) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan 

secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. 

d. Pasal 9, pada: 

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: 

a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, 

menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan 

pemeriksaan; 

b) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit 

organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; 

c) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat 

pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan 

terhadap perhitungan perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, 

pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 

negara; 

d) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; 

e) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara; 

f) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 

g) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan 

atas nama BPK; 

h) membina jabatan fungsional Pemeriksa; 

i) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan 

j) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. 

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur 

bahwa:  

a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan 

proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan 

sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi; 

b. Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD 

sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

c. Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:  

1) laporan realisasi anggaran;  

2) laporan pembahan saldo anggaran lebih;  

3) neraca; 

4) laporan operasional;  

5) laporan arus kas;  

6) laporan perubahan ekuitas; dan  

7) catatan atas laporan keuangan.  

d. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

e. Pasal 191 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 

setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah; 

g. Pasal 191 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum 

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan 

keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD diajukan kepada DPRD. 


